
BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR q  TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOJO UNA UNA,

Menimbang :  a .  b a h w a  petani merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang
mempunyai pe ran  pent ing  d a l a m  memenuh i  kebutuhan
bahan m a k a n a n  d e m i  keber langsungan  k e h i d u p a n
masyarakat;

b. bahwa  usaha petani dibidang tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan dan Peternakan kerapkali mengalami persoalan
mengenai perubahan iklim, resiko usaha, globalisasi, gejolak
usaha dan kondisi pasar yang tidak menentu yang berdampak
pada kesdjahteraan petani sehingga sangat perlu dilalaikan
upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;

c. b a h w a  u n t u k  memberikan arah,  landasan d a n  kepastian
hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, maka
diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan
dan pemberdayaan petani;

d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a, h u r u f  b  dan  h u r u f  c, p e r l u  menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraarl Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani;

Mengingat 1 .  Pasal 1 8  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten To j o  U n a -Una d i  Prov ins i  Sulawesi  Tengah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
4342);

3. Undang-Undang Nomor  1 6  Ta h u n  2 0 0 6  tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Pe tan i  (Lembaran Negara  Repub l i k
Indonesia Tahun. 2013  Nomor 131,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor  9  Ta h u n  2 0 1 5  ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 3  Ta h u n
2014 t e n t a n g  Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. P e r a t u r a n  M e n t e r i  P e r t a n i a n  N o m o r  8 2  /Permentan/
OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompbk Tani
dan Gabungan Kelompok Tani;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN D A E R A H  T E N T A N G  PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Per l indungan  Petani adalah segala upaya u n t u k  membantu Petani dalam

menghadapi permasalahan kesul i tan memperoleh prasarana d a n  sarana
produksi, kepastian usaha, r isiko h a i g a , f ) t h i e n ,  prakt ik  elobriorni
biaya tinggi dan perubahan iklim.

2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan
Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana
pemasaran hasil  Pertanian, jaminan luasan lahan pertanian, dan informasi
serta penguatan Kelembagaan Petani.

3. P e t a n i  ada lah  wa rga  negara Indonesia perseorangan d a n / a t a u  beserta
keluarganya y a n g  melakukan u s a h a  t a n i  d i  b idang  tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

4. P e r t a n i a n  adalah adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk  menghasilkan
Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hort ikultura, dan /
atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.

5. B a l a i  Penyuluhan pertanian adalah ba la i  penyuluhan yang  membidangi
petanian, holt ikultura, perkebunan dan/atau peternakan d i  Kabupaten Tojo
Una Una.

6. P e l a k u  usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi
pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang
pth-tanian.

7. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh
dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

8. K e l o m p o k  Ta n i  y a n g  se lan ju tnya d i s e b u t  P o k t a n  a d a l a h  k u m p u l a n
petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan
kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

9. G a b u n g a n  Kelompok Ta n i  y a n g  selanjutnya d isebut  Gapoktan ada lah
kumpulan beberapa kelompok Tani. yang bqrgallung dan bekedasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

10. Lembaga Penyuluhan yang selanjutnya disebut lembaga penyuluh adalah
lembaga yang  d ibentuk  b leh  pemerintah daerah dengan memperhatikan
kepentingan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan

11. Penyuluh Pertanian, Perkebunan _ dan Peternakan yang, selanjutnya disebut
penyuluh ada lah  perorangan Warga Negara Indonesia y a n g  melakukan
kegiatan penyuluhan.

12. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una Una.
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13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

14. Bupa t i  adalah Bupati Tojo Una Una.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una.
16. Perangkat Daerah  ada lah  u n s u r  pembantu  B u p a t i  d a n  D P R D  d a l a m

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang nienja.di kewenangan daerah.

BAB II
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Sasaran.

Pasal 2
(1) Perlindt_mgan petani diberikan kepada:

a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan
menggarap paling luas 2 (dua) hektar;

b. petani yang memi l ik i  lahan d a n  nielakUkan usaha b u d i  daya tanaman
pertanian atau perkebunan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; atau

c. Petani holtikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecil;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha keel sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) huruf  c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Pertanian Dan Sarana Produksi Pertanian

Pragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 3
Pemerintah Daerah bertanggungjawab membuat dan/atau memelihara jalan usaha
tanii dan/atau jalan produksi:

Pasal 4

Pemerintah D a e r a h  bertanggungjawab membangun,  mengembangkan, a t a u
memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari  1000
(seribu) hektar dalam satu desa.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat  memfasilitasi a tau  menyiapkan dukungan anggaran
untuk membangun jaringan listrik bagi rumah petani, penerangan jalan usaha, dan
jalan produksi.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun atau menyiapkan gudang
untuk menampung atau menyimpan hasil usaha petani.

(2) Pernbangunan atau penyiapan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat d i lakukan pada setiap kawasan/sentra produksi  a t au  pada  tempat
tertentu yang menampung hasil produksi petani dari beberapa kawasan/sentra
produksi.
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Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat membangun atau menyediakan pasar khusus tempat
pemasaran hasil produksi pertanian, dan perkebunan.

(2) Perabangunan atau penyediaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada setiap kecamatan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan kendaraan pengangkut
hasil pertanian atau perkebunan.

(2) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
mengangkut hasi l  pertanian atau perkebunan dan pusat-pusat produksi ke
gudang penamptingah atau ke pasar tempat perna§afaii.

(3) Penyediaan kendaraan pengangkut sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Ketentuan mengenai t a t a  ca ra  pemanfaatan kendaraan pengangkut has i l
pertanian dan perkebunan diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah ada.

Pragraf 2
Sarana produksi pertanian

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan ben ih ,  b i b i t  tanaman
pertanian dan perkebunan.

(2) Pemerintah daerah dapat menyediakan pupuk dan pestisida.
(3) Penyediaan benih,  b i b i t  tanaman pertanian d a n  perkebunan, p u p u k  d a n

pestisida bagi petani/pekebun tidak dipungut biaya.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alat dan mesin pertanian.
(2) M a t  dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada kelompok tani.
(3) Pemberian alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat bantuan.

Pasal 12

(1) Dalam menyediakan benih, b ib i t  tanaman, pupuk,  pestisida serta a la t  dan
mesin pertanian hams memperhatikan standar mute yang berlaku.

(2) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Grand Rugi Gagal Panen

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat
kejadian luar biasa.
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(2) Pemberian bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan penghitungan kerugian dengan cara:
a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
c. menetapican besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

(3) Ketentuan lebih lanjut menenai tats cara penghitungan dan besaran ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
BUtiati.

Bagian Keempat
Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 14
Perrierintali Daerah membangun sistern Peringataii dini dan penanganan dampak
perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi
terjaclinya gagal panen.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan
melakukan:
a. peramalan serangan organisms pengganggu tumbuhan, serangan hama,

dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan

organisme pengganggu tumbuhan, serangan h a m a  dan/a tau  wabah
penyakit hewan menular.

Bagian Kelima
Asuransi Pertanian

Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha tani  dalam bentuk Asuransi

Pertanian.
(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
a. bencana alam;
b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c. serangan hama penyakit tanaman;
d. wabah penyakit hewan menular;
e. dampak perubahan iklim; dan/atau
f. j e n i s  risiko-risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha m i l k  negara
dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan
Asuransi Pertanian.

(2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi

Pertanian.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;



6

b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan  perusahaan asuransi;

dan/ atau
d. ban tuan  pembayaran premi.

BAB III
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan kepada petani, pekebun dan peternak.
(2) Bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain berupa:
a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di  bidang

Pertanian; atau
c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani sebagaimana d imaksud p a d a  aya t  (2 )  y a n g  s u d a h  mendapatkan
pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan
modal dari Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai kr i ter ia yang berhak memperoleh bantuan modal dar i
Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian d a n  keterampilan

petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
(2) Pemerintah Daerah,  b a d a n  d a n / a t a u  lembaga y a n g  terakreditasi  d a p a t

melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut  mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21
(1) Pelaku usaha yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan

dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal, serta pelatihan dan
pemagangan kepada petani.

(2) Seluruh biaya dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, serta
pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
atau menjadi tanggungan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Penyuluhan Dan Pendampingan

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada

petani, pekebun dan peternak.
(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.
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Pasal 23
(1) Lembaga penyuluhan sebagaimana dinia.ksud d a l =  Pasal 22 ayat (2) dibentuk

oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pal ing seclikit 1

(satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
(3) Setiap penyuluh dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan penyuluhan

dan alat peraga.

Pasal 24

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan oleh
penyuluh.

(2) Penyuluhan d a n  pendampingan d i lakukan antara  l a i n  aga r  Petani dapat
melakukan :
a. t a t a  cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
b. anal is is kelayakan usaha; clan
c. kemi t raan dengan Pelaku Usaha.

(3) Penyuluhan d a n  pendampingan di laksanakan sesua i  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan
sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

(2) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. membangun a t a u  menyediakan pasar  has i l  pertanian, perkebunan d a n

peternakan beserta fasilitas pendukungnya;
b. memberi dukungan penuh untuk mengembangkan pasar hasil pertanian yang

dikelola oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi;
C. ni6-ngernbarigkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan; dan
d. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian.

(3) Menyediakan informasi pasar secara terus menerus atau berkala.

Pasal 26
Petani, kelothOolE tani atau gabungan kelompok tani dapat melakukan kemitraan
usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dengan prinsip
saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 27

(1) Pemerintah baerah berkewajiban menyediakan lahan pertanian kepada petani
penggarap paling luas 2 (dua) hektar.

(2) Petani penggarap yang berhak mendapatkan lahan pertanian yaitu yang telah
melakukan usaha tani paling seclikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

(3) Penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan
tanah atau lahan bebas yang berada dalam penguasaan negara;
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Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah memberi kemudahan kepada petani penggarap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam memperoleh lahan pertanian.
(2) Pemberian l a h a n  pe r t an ian  sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  2 7

dilaksanakan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau
izin pemanfaatan.

Pasal 29
Pemberian lahan pertanian kepada petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah dan/atau Zonasi.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan Dan▶ Permodalan

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan  permodalan
kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf  a, huru f  b,
dan huruf c.

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalcultan dengan :
a. pinjarnan modal un tuk  memiliki dan/  atau me_ mpprluas kepemilikan lahan

Pertanian; dan
b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani.

(3) Pemberian pinjarnan modal a tau  bantuan penguatan modal kepada petani
diseienggarakan melalui  Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi a tau
Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keenam
Kelembagaan Petani

Pasal 31

(1)
(2)

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya
kelembagaan petani.
Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan perpaduan dan budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 32

(1) Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari:
a. Poktan;
b. Gapoktan;
c. asosiasi petani; dan
d. kelompok ekonomi petani

(2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada
setiap desa dan/atau kecamatan.

(3) Jumlah kelompok Tan i  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  a  pada
setiap wilayah binaan, maksittial 16 (enam belas) Kekirripbk

(4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis
tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok
dan/atau asosiasi Petani.
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BAB W
LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang dildial ig hielalaikari Pdfiyuluhah yang t idak sesua.i deiigan inateti
penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, kecuali yang bersumber dan pengetahuan tradisional.

Pasal 34
Setiap petakii d a n  pe laku usaha dilarang melakt ikai i  kein i t taan usaha yang
merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah.

Pasal 35
Setiap petani dilarang menjual atau menggadaikan lahan pertanian yang disediakan
oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27.

Pasal 36

Setiap petani dilarang menggunakan bantuan pembiayaan atau permodalan seiain
untuk kepentingan usaha tani.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 37
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di  lingkungan Pemerintah Daerah diberi

kewenangan Ichusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), b'erWdriang:
a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak

pidana pelanggaran;
b. melakukan t indakan  per tama pada  s a a t  i t u  d i  t empa t  kejadian d a n

melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa identitas din seseorang;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
f. mendatangkan orang ahl i  yang diPerguxiakan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan pelanggaran; dan
g. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik

bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana.

BAB VI
10ETENTUAN PIDANA

Pasal 38
Setiap o rang  yang melakukan penyuluhan yang  t i dak  sesuai dengan mater i
penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah sebagaiimaiia dimaksud dalam Pasal 33 dipidana derigan pidana Penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

Pasal 39
Setiap orang dan  pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 4  dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
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Pasal 40
Setiap orang dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglcan.

Agar set iap o rang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah in i  dengan penempatannya dalam Lembaraxi Daerah Kabupaten Tojo Una
Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 16  Mel 2 0 1 7

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH 19,04/2017.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
NOMOR T A H U N  2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Sila kel ima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas menyatakan bahwa keadilan sosial
b a t  seluruh ralcyat Indonesia menjadi salah satu dasar filosod pembangunan
bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh
karena i tu ,  setiap warga Negara Indonesia berhak dan waj ib  sesuai dengan
kemampuannya i ku t  serta dalam pengembangan usaha un tuk  meningkatkan
kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.

Salah s a t u  p e n i b a n g u n a n  p e r t a n i a r i  c l i a rahkan  u n t u k
meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama i n i  Petani  te lah
memberikan kon t r ibus i  y a n g  n y a t a  d a l a m  pembangunan per tan ian  d a n
pembangunan ekonomi  perdesaan. P e t a n i  sebagai  p e l a k u  pembangunan
pertanian pe r lu  d iber i  perlindungan d a n  pemberdayaan u n t u k  mendukung
pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna
mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan
secara berkelanjutan.

Gagasan dan kebijakan untuk mencegah keterpurukan Petani d i  bidang
pertanian dan perkebunan menjadi penting untuk  di lakukan karena produksi
bahaii i f iakafiat i  y a n g  diha§ilkaid b leh petani  merupakan kebutuhan dasar
manusia sehingga sanga t  t e r ka i t  dengan kepent ingan h a j a t  h i d u p  d a n
kelangsungan hidup orang banyak talc terkecuali siapapun juga.

Petani dikonsepsikan secara yur idis sebagai warga negara Indonesia
perseorangan dan/a tau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tan i  d i
bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani
merupakan salah satu subjek terpenting dalam semesta profesi kehidupan warga
negara Indonesia, karena petani hadir untuk senantiasa bekerja serta berusaha
dalam rangka memberi kebaikan bagi kehidupan seluruh warga negara dengan
menyiapkan berbagai bahan-bahan kebutuhan dasar berupa bahan makanan.

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada
umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang
dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani t idak memiliki sendiri lahan
Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada
urnumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi,
pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan
iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan  r is iko usaha, globalisasi clan
gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.
Oleh k a r e n a  i t u ,  d i pe r l ukan  u p a y a  u n t u k  me l indung i  d a n  seka l igus
memberdayakan Petani.

Perlindungan d a n  Pemberdayaan P e t a n i  m e l i p u t i  perencanaan,
Perlindungan Pe tan i ,  PemberdayaanPetani, pembiayaan d a n  pendanaan,
pengawasan, dan  peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan
asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan,
kejterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.
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SeJain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga
memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik.
Pemberdayaan di lakukan u n t u k  memajukan dan  mengembangkan pola p ik i r
Petani, meningkatkan usaha  Tan i ,  se r ta  menumbuhkan d a n  menguatkan
Kelembagaan Petarti agar  mampu mandir i  dan  berdaya saing t inggi  dalam
berusaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani
agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan
dan pendampingan, pengeinbatigan s i s t i m  d a f t  sa ra r ia  pbit iagatai i  h a s i l
Pertanian, pengutamaan h a s i l  Pertanian d a l a m  neger i  u n t u k  memenuh i
kebutuhan pangan nasional, konsolidasi dan jaminan  luasan lahan Pertanian,
penyediaan fasi l i tas pembiayaan d a n  permodalan, kemudahan akses i l m u
pengetahuan, teknologi, dan informasi dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani terutama
kepada Petani penggarap paling luas 2  (dua) hektare (tidak mempunyai lahan
yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani), Petani yang
mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas
lahan paling luas 2 (dua) hectare, Petani hortikultura, pekebun atau peternak
skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cuktv

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
C-ukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Gukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ciikup jelas
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Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

N .4120
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
ulaAp jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasql 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
_ C u k u p  jelas.
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas


